BABI1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis Ekonomi yang terjadi di Eropa secara tidak langsung telah
mempengaruhi perekonomian dunia. Salah satunya yang terkena dampak dari krisis
ekonomi ini adalah perekonomian Indonesia. Namun di tengah krisis ekonomi yang
sedang terjadi Direktorat Jenderal Pajak terus mengupayakan agar penerimaan pajak
tahun 2012 bisa mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). Karena penerimaan dari sektor
pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Dan dari tahun ke
tahun penerimaan pajak terus meningkat serta memberi andil yang besar dalam
penerimaan negara. Namun untuk tahun 2012 ini, krisis ekonomi yang sedang terjadi
Eropa akan menyebabkan penerimaan pajak dari sektor ekspor mengalami penurunan
khususnya ekspor ke Negara Eropa dan Amerika.

Penerimaan dari sektor pajak selalu menjadi primadona dalam
membiayai pembangunan nasional. Peran penerimaan pajak dalam mengisi APBN
(Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) dalam rangka pembangunan nasional
sangat penting dan sangat strategis. Besarnya peranan pajak yang demikian kiranya
perlu ditanamkan dalam diri setiap orang agar dalam pelaksanaan pembayaran pajak
yang telah dilakukan dapat menjadi satu kebanggaan tersendiri karena telah
memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, untuk

menimbulkan kesadaran dan kepatuhan setiap warga negara untuk ambil bagian
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dalam pembangunan nasional dengan cara membayar pajak. Pemerintah
mengeluarkan kebijakan, yang mana kebijakan ini berupaya untuk mendukung
pencapaian target penerimaan negara dalam sektor pajak dan kebijakan ini
mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk
memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan ke Direktorat
Jenderal Pajak. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2012 yang berlaku mulai 27 Februari 2012. Data dan informasi
dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat
menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan atau
kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data
transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan
atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat
Jenderal Pajak.

Kebijakan ini sangat mendukung pelaksanaan sistem self assessment secara
murni dan konsisten. Karena dengan data dan informasi yang dihimpun, Direktorat
Jenderal Pajak akan memiliki infrastruktur yang dapat digunakan untuk mendeteksi
secara cepat dan akurat terhadap adanya kemungkinan ketidakpatuhan Wajib Pajak
dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengalaman empirik negara-negara
maju yang berhasil menerapkan sistem ini, kepatuhan sukarela (voluntary
compliance) adalah kunci utamanya. Dalam self assessment system, wajib pajak
dipercaya untuk mendaftarkan dirinya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung pajaknya,
menyetorkan dan melaporkan pajaknya sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT).

Apa yang dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut pada dasarnya
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adalah penetapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Administrasi pajak hanya
menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan
sistem 1ini, sepanjang tidak ditemukan data yang menyimpang, maka otoritas
penentuan besarnya jumlah pajak terutang sudah bergeser ke Wajib Pajak.

Kondisi ideal tersebut dibayang-bayangi dengan kondisi sebaliknya.
Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana
membayar untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi), tetapi dalam pelaksanaannya
penuh dengan hal yang bersifat emosional. Potensi bertahan untuk tidak membayar
pajak sudah menjadi taxpayers behavior (Sony Devano dkk, 2006) (sumber:

www.bsc-taxconsulting.com). Dan hal tersebut menjadi salah satu permasalahan

yang di hadapi pemerintah dalam pemungutan pajak yaitu menambah jumlah wajib
pajak terdaftar (ekstensifikasi). Sesuai dengan sistem ini penambahan jumlah wajib
pajak (ekstensifikasi) diserahkan kepada masyarakat Wajib Pajak dengan cara
mendaftarkan diri.

Melihat kondisi di atas maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk
meningkatkan penerimaan pajak. Kebijakan pajak yang dapat dilakukan pemerintah
dalam rangka meningkatkan penerimaan negara melalui pajak sangat beragam dan
salah satunya adalah melalu intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi pajak
merupakan cara meningkatkan pendapatan negara dengan memfokuskan pada
kegiatan optimalisasi penggalian pendapatan atau penerimaan pajak terhadap objek
serta subjek pajak yang telah tercatat dalam administrasi Dirjen Pajak. Kegiatan
intensifikasi ini dapat diwujudkan dalam peningkatan tarif pajak, peningkatan

kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dengan menggunakan kekuatan
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hukum seperti penerbitan Surat Teguran Pajak (STP), pemberian sanksi dan denda
serta melalui pengadilan atas tindakan pidana karena lalai membayar pajak.

Ekstensifikasi pajak memfokuskan pada peningkatan kesadaran Wajib Pajak
terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Dirjen Pajak. Kemudian dari
hasil pelaksanaan ekstensifikasi ini digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan
intensifikasi pajak. Oleh karena itu, kegiatan ekstensifikasi pajak yang dilakukan
pemerintah merupakan upaya dan langkah awal dalam rangka meningkatkan
pendapatan negara yang berasal dari pajak.

Untuk tahun 2012 ini pemerintah memiliki target untuk pelaksanan kegiatan
ekstensifikasi yakni Rp 1,3 Triliun dengan harapan total Wajib Pajak yang terdaftar
sampai tahun 2014 berjumlah 40 — 50 juta jiwa. Berbagai upaya dilakukan agar
setiap masyarakat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar mereka
memiliki gambaran untuk jumlah pajak terutangnya. Salah satu upaya ekstensifikasi
yang dilakukan dengan pemuktahiran data wajib pajak. Khususnya data pengusaha
kena pajak dan ekstensifikasi untuk sentra bisnis yang besar.

Menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor : SE — 03/PJ.01/2010
selain melakukan kegiatan penyisiran (canvassing), ekstensifikasi pajak juga dapat di
lakukan sebagai berikut yakni : ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang
berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik dan pegawai
melalui pemberi kerja atau bendaharawan pemerintah dan ekstensifikasi Wajib Pajak
Orang Pribadi melalui pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Kemudian
melalui Sensus Pajak Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tanggal 12 September 2011.
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Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh

ekstensifikasi wajib pajak baru terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang

pribadi antara lain:

1.

Penelitian Marianna Aprilia (2010) mengenai pengaruh kegiatan ekstensifikasi
terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Variabel independen yang
digunakan adalah kegiatan ekstensifikasi dan variabel dependennya penerimaan
pajak penghasilan orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bandung-Tegallega, dapat dikategorikan kurang baik yang ditunjukkan
oleh hasil analisis koefisien korelasi Pearson Product Moment yang
menghasilkan korelasi negatif sebesar 80,2% yang berarti terdapat hubungan
yang lemah antara kegiatan ekstensifikasi dengan penerimaan pajak penghasilan
orang pribadi.

Penelitian Yudha Aji Pradana A.S (2010) mengenai pengaruh pemberian NPWP
oleh pemberi kerja terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
Variabel independen yang digunakan adalah pemberian NPWP oleh pemberi
kerja dan variabel dependennya tingkat penerimaan pajak penghasilan orang
pribadi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan uji t dengan taraf
signifikan 0.05 ternyata pemberian NPWP oleh pemberi kerja berpengaruh
positif terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan
pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama-Bojonegara dapat dikategorikan sangat baik.

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda. Oleh karena itu,

penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian lebih lanjut temuan-temuan
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empiris mengenai kegiatan ekstensifikasi, terutama yang berkaitan dengan
kegunaannya dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
Alasan pemilihan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dikarenakan masih
banyaknya wajib pajak orang pribadi yang belum memiliki NPWP (Nomor Pokok
Wajib Pajak) dikarenakan kurangnya kesadaran dari diri sendiri untuk mendaftarkan
dirinya di Kantor Pelayanan Pajak.

Oleh sebab itu dilakukan kegiatan ekstensifikasi wajib pajak yang
menitikberatkan pada kesadaran dan peningkatan jumlah wajib pajak yang dapat
diwujudkan dalam bentuk peningkatan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan
perluasan objek pajak serta masyarakat (wajib pajak) yang berpenghasilan diatas
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Kegiatan pemberian NPWP dan atau
pengukuhan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) orang pribadi atau badan
termasuk warga negara asing (yang tinggal lebih dari 183 hari dalam 12 bulan),
penentuan objek pajak baru, sosialisasi pajak dan pelayanan pajak.

Kegiatan ekstensifikasi yang akan diuji adalah Jumlah Wajib Pajak Baru Yang
Telah Terdaftar sebagai variabel independen terhadap variabel dependennya yaitu
Tingkat Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Faktor-faktor tersebut dipilih
karena diperkirakan mampu untuk memprediksi tingkat penerimaan pajak
penghasilan orang pribadi dan banyak digunakan di dalam penelitian-penelitian
sebelumnya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena
berbeda objek yang diteliti dan periode yang digunakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “Pengaruh Ekstensifikasi Wajib Pajak Baru Terhadap Penerimaan

Pajak Penghasilan Orang Pribadi”.
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1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, identifikasi masalah
dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah ekstensifikasi wajib pajak baru berpengaruh terhadap tingkat
penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2. Seberapa besar pengaruh ekstensifikasi wajib pajak baru terhadap tingkat

penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
Adapun maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui apakah ekstensifikasi wajib pajak baru berpengaruh terhadap
terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ekstensifikasi wajib pajak baru

terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

1.4 Kegunaan Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan
kegunaan sebagai berikut :
1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak Kantor
Pelayanan Pajak dan aparat pajak sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan
mengetahui upaya yang efektif untuk meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar
sehingga penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pun akan meningkat

dengan bertambahnya jumlah wajib pajak terdaftar.
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2. Bagi Penulis
Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai kegiatan
ekstensifikasi wajib pajak yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat
penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

3. Bagi Peneliti Berikutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian
selanjutnya pada bidang perpajakan khususnya kegiatan ekstensifikasi wajib

pajak.
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